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PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2017 

TENTANG  

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN INTERNAL 

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)  

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.   bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang 

bebas maladministrasi di Lingkungan Ombudsman 

Republik Indonesia, perlu adanya upaya pengelolaan 

terhadap pengaduan internal sebagai wujud penegakan 

integritas Insan Ombudsman; 

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman 

tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran 

Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan 

Ombudsman Republik Indonesia; 

 

Mengingat      :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);  

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 

5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5591); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang  

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada 

Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Sekretariat Jendral Ombudsman Republik Indonesia; 

11. Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Kode Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 308); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :  PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG SISTEM 

PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN INTERNAL 

(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN 

REPUBLIK INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan: 

1.   Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan 

publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan 

oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 

swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

2.   Ketua adalah Ketua Ombudsman. 

3.   Insan Ombudsman adalah Anggota dan pegawai 

Ombudsman yang terdiri atas Asisten, Kepala Perwakilan, 

dan Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya. 

4.   Unit Kerja adalah unit yang mempunyai tugas melakukan 

pengawasan internal. 
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5.   Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan 

perundang-undangan, kode etik, dan/atau kebijakan yang 

berlaku di lingkungan Ombudsman. 

6.   Pengadu (Whistleblower) adalah setiap orang yang 

mengetahui langsung dan mengadukan adanya indikasi 

pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Ombudsman. 

7.   Teradu adalah Insan Ombudsman yang diadukan 

melakukan pelanggaran. 

8.   Pengaduan Pelanggaran adalah informasi dalam bentuk 

laporan, keluhan dan/atau ketidakpuasan yang 

disampaikan oleh pengadu sehubungan dengan adanya 

indikasi pelanggaran oleh Insan Ombudsman. 

9.   Sistem Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Internal 

(Whistleblowing  System) yang selanjutnya disebut WBS 

adalah sistem pengelolaan pengaduan dan penanganan 

pelanggaran di lingkungan  Ombudsman. 

10.   Penelaahan adalah proses identifikasi informasi secara 

mendalam terhadap suatu masalah yang diadukan 

berdasarkan  bukti-bukti yang ada. 

11.   Pemeriksaan adalah proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif sesuai dengan 

fakta. 

12.   Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari orang 

atau lembaga, baik secara lisan  maupun tertulis untuk 

mendapatkan penguatan/pengesahan. 

13.   Terperiksa adalah lnsan Ombudsman yang menjadi objek 

pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa. 

14.   Kerugian Keuangan Negara adalah pengurangan kekayaan 

negara yang disebabkan oleh suatu tindakan memperkaya 

diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara 

melawan hukum. 

15.   Pembinaan adalah pengarahan pimpinan/atasan langsung 

kepada Insan Ombudsman untuk meningkatkan disiplin, 

tanggung jawab, etika  dan semangat bekerja yang 

dilakukan dalam bentuk  teguran lisan maupun konseling. 
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Pasal 2 

Pengelolaan WBS dilakukan dengan berdasarkan asas: 

a.   adil/tidak  diskriminatif; 

b.   kerahasiaan; 

c.   transparan; 

d.   jujur; 

e.   akurat; 

f.   akuntabel; 

g.   praduga tak bersalah;  dan  

h.   cepat dan tepat. 

 

Pasal 3 

Tujuan pengelolaan WBS yaitu:  

a.   menciptakan situasi yang kondusif dalam pelayanan di 

Ombudsman dan mendorong pengaduan hal-hal yang 

dapat menimbulkan kerugian negara berupa finansial 

maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat 

merusak citra organisasi;  

b.   memberikan wadah dan panduan bagi Pengadu untuk 

menyampaikan laporan aduan terkait dugaan adanya 

Pelanggaran terhadap, peraturan  perundang-undangan, 

kode etik, dan/atau kebijakan yang berlaku di Lingkungan 

Ombudsman; 

c.   mempermudah manajemen dan meningkatkan kualitas 

dalam menangani pengaduan internal secara efektif dan 

sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pengadu serta 

tetap menjaga informasi yang disampaikan Pengadu dalam 

arsip khusus yang dijamin keamanannya; dan 

d.   memberikan perlindungan kepada Pengadu. 

 

Pasal 4 

Ombudsman dapat merahasiakan nama dan identitas 

Pengadu atas permintaan Pengadu atau pertimbangan 

Ombudsman. 
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